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BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

KRITERIA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI MAHAKAM ULU,

bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di satuan kerja
perangkat daerah, pengguna anggaran atau kuasa
pengguna anggaran menetapkan pejabat pada
satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja
perangkat daerah selaku pejabat pelaksana teknis
kegiatan,;

bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan
penyederhanaan struktur organisasi terhadap
jabatan administrasi yaitu jabatan pengawas atau
jabatan struktural eselon IV sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Lampiran BAB I Huruf G angka 10 dan angka
15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan
kriteria pertimbangan objektif lainnya dan kriteria
penetapan pejabat fungsional umum atau pejabat
fungsional dalam hal tidak terdapat pegawai
aparatur sipil negara yang menduduki jabatan

struktural;




Mengingat

",

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kriteria Penunjukan dan Penetapan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan

Pemerintah Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,




Menetapkan

e

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor
4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam
Ulu Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lemabaran
Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

Kabupaten Mahakam Ulu.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
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Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu)
program atau beberapa program.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Kemampuan Manajerial adalah kemampuan, pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/prilaku yang dapat diamati, diukur dan
dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit
organisasi.

Berintegritas adalah sikap jujur, ikhlas dan tidak pernah
menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung risiko

dari tindakan yang dilakukan.

BAB II
PPTK
Pasal 2

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada
SKPD atau Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu
tugas dan wewenang PA/ KPA.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.
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Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

pertimbangan:

a. kompetensi jabatan;

b. besaran anggaran kegiatan;

c. beban kerja;

d. lokasi;

e. rentang kendali; dan/atau

f. pertimbangan obyektif lainnya.

Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf f harus memenubhi kriteria:

a. dalam satu bidang/bagian/Unit SKPD;

b. kesesuaian tugas dan fungsi dengan  perencanaan
penganggaran dan pelaksanaan kegiatan bidang/bagian/Unit
SKPD;

c. memiliki Kemampuan Manajerial; dan

d. memiliki integritas.

Pasal 3

PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat 1 (satu) tingkat di
bawah kepala SKPD selaku PA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
Kepala Unit SKPD selaku KPA, Pegawai ASN yang menduduki
jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KPA;

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, dan tidak
terdapat pejabat struktural di bawah KPA, PA dapat menetapkan
Pejabat fungsional selaku PPTK.

Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri
atas pejabat:

a. fungsional umum, atau

b. fungsional tertentu.

Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain
memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) dan ayat (5), juga harus memenuhi kriteria :

a. berstatus pegawai negeri sipil; dan
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b. memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan.

BAB 111
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

PPTK yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap
melaksanakan tugas sampai ditetapkan PPTK yang baru berdasarkan

ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 18 April 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH
Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
ttd.
STEPHANUS MADANG
BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 07

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016




